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LAMPIRAN 1

LEMBAR WAWANCARA
1.
Menurut bapak sepenting apa pembuktian dalam hukum acara pidana?

2. 
Apa syarat sah rekaman elektronik agar dapat dijadikan sebagai alat bukti?

3. 
Sesuai dengan track record bapak sebagai seorang hakim dalam menilai alat bukti khususnya alat bukti elektronik, apakah ada kendala dalam pembuktian dengan alat bukti elektronik?
4.
Menurut perspektif bapak apa faktor utama sulitnya membuktikan seseorang yang melakukan tindak pidana pencucian uang atau money laundering?

5.
Bagaimana implikasi yuridis atas alat bukti elektronik pasca putusan Makamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 dalam perkara pidana khususnya tindak pidana pencucian uang?

LAMPIRAN 2

HASIL WAWANCARA
1.
Menurut bapak sepenting apa pembuktian dalam hukum acara pidana?

Jawaban :
      Pembuktian itu merupakan salah satu cara untuk mendapatkan keyakinan hakim atas apa yang dibuktikannya dan dalam menunjukan atau mengajukan bukti tersebut, selaku hakim memiliki kewenangan untuk menerima, menolak, juga menilai akan bukti tersebut. Maka daripada itu pembuktian tak luput dari penilaian yang dilakukan oleh hakim dimana dalam memperoleh nilai itu dilaksanakan dengan proses pemeriksaan yang dilakukan dengan cermat dan seksama sesuai hati nurani dan akal sehat seorang hakim. Disinilah titik pentingnya daripada pembuktian dalam hukum acara pidana yaitu sebagai penilaian oleh hakim untuk menyimpulkan dan membuat keputusan atas benar atau tidaknya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, karena pokok utama dari pembuktian adalah untuk menemukan suatu kebenaran dalam perkara pidana yaitu kebenaran materiil, dimana kebenaran materiil diartikan sebagai kebenaran yang hakiki, rill, dan benar-benar terjadi sebagaimana adanya yang dicari melalui tahap maupun proses pembuktian.
2.  Apa syarat sah rekaman elektronik agar dapat dijadikan sebagai alat bukti?


Jawaban :


Sesuai daripada putusan Makamah Konstitusi bahwa bukti elektronik diakui kedudukannya dan diakui sebagai alat bukti yang sah di pengadilan dengan catatan yaitu selama didapatkannya dengan cara yang sah, begitupun sebaliknya dengan rekaman elektronik. Hal ini diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah menjadi Undang-undang No. 19 Tahun 2016. Dapat dipetik apa saja yang mendasari syarat rekaman elektronik yaitu apabila alat bukti elektronik sebagaimana diatur di dalam pasal 5 UU ITE adalah alat bukti yang sah selama didapat dengan cara yang sah dan perbuatan atau tindakan penyadapan maupun perekaman tanpa ijin merupakan tindakan yang dilarang hal tersebut senada dengan diaturnya dalam UU ITE Pada pasal 31 Ayat 1. Serta untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti, Rekaman Elektronik harus memenuhi syarat formil dan materiil dan tentunya harus didukung oleh lain bukti lain, sekurang-kurangnya dua alat bukti. 
3.  Sesuai dengan track record bapak sebagai seorang hakim dalam menilai alat bukti khususnya alat bukti elektronik, apakah ada kendala dalam pembuktian dengan alat bukti elektronik?
      Jawaban : 


Tentu ada, dalam setiap proses pembuktian selalu ada kendala. Tidak hanya dengan alat bukti elektronik, alat bukti lainnya juga memiliki kendala tersendiri. Khusus untuk pembuktian dengan alat bukti elektronik biasanya terkendala karena rentan atau mudahnya suatu data elektronik yang dapat diubah, dipalsukan, disadap, lalu dikirim kesegala penjuru dalam hitungan menit, bahkan data elektronik dapat dibuat dengan cara merekayasa, seolah olah itu yang terjadi padahal sebenarnya tidak dan hal itu kita kenal dengan hoax. Maka dari itu pembuktian dengan alat bukti elektronik biasanya perlu menghadirkan saksi ahli untuk menerangkan bukti elektronik sesuai pemahamannya. Dengan dihadirkannya dipersidangan, saksi ahli harus menyimpulkan dengan berbagai macam pertimbangan hal yang ia peroleh guna membuktikan benar atau tidaknya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam alat bukti elektronik tersebut.

4.  Menurut perspektif bapak apa faktor utama sulitnya membuktikan seseorang yang melakukan tindak pidana pencucian uang atau money laundering?


Jawaban :


Dalam membuktikan benar atau tidaknya seseorang melakukan kejahatan pencucian uang memiliki tantangan yang cukup besar perihal pembuktiannya karena money laundering ini merupakan transnational crime yang kita kenal dengan kejahatan lintas batas antarnegara yang artinya ini merupakan kejahatan yang serius. Segala bukti berusaha disamarkan, disembunyikan bahkan dihilangkan oleh oknum pencucian uang apalagi ditambah dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan perbankan yang menyebabkan semakin sulit terdeksinya kejahatan pencucian uang. Kini modus tindak pidana pencucian uang begitu beragam sesuai perkembangan modern yang terjadi. Akibat dari sulitya pembuktian perkara money laundering ini mengakibatkan antara penyidik dan penunutut umum serta hakim harus memiliki kesamaan pemahaman supaya dapat mengusut dan menuntaskan perkara pencucian uang sampai ke akar-akarnya.

5.
Bagaimana implikasi yuridis atas alat bukti elektronik pasca putusan Makamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 dalam perkara pidana khususnya tindak pidana pencucian uang?


Jawaban :


Secara singkat mengenai implikasi yuridis terhadap alat bukti elektronik pasca putusan Makamah Konstitusi adalah bahwa alat bukti elektronik tidak dapat dijadikan alat bukti apabila bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga tidak dapat dijadikan alat bukti apabila tidak dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan dari kepolisian dan kejaksaan maupun institusi penegak hukum lainnya, yang dalam tindak pidana pencucian uang dikenal PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) yang mempunyai wewenang khusus untuk mencegah dan memberantas money laundering di Indonesia.
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